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ABSTRAK 

Pembangunan hukum di bidang investasi merupakan pekerjaan bersama 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena mempunyai tanggung jawab 

untuk mewujudkan suatu budaya hukum dan budaya ekonomi yang ideal. Hal ini 

dikarenakan perlu adanya hukum positif yang terekontruksi dengan cita Negara 

sehingga menjadi sebuah sistem hukum yang efektif dan berdaya saing. Penerapan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ende dalam 

rangka reformasi birokrasi untuk memudahkan alur proses pengurusan izin investasi 

nyatanya masih mengalami berbagai hambatan, selin itu pembagian kewenangan 

antara pemerintah baik pusat, propinsi dan kabupaten atau kota dalam urusan izin 

penanaman modal juga belum terpola dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Metode penguumpulan 

data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Metode analisis dilakukan 

dengan mengumpulkan data, mengakualifikasikan, serta menghubungkan dengan 

teori yang berkaitan kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis. 

Hasil penelitian menunjukan hambatan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Kabupaten Ende oleh karena minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, 

sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya anggaran dan belum terlaksananya 

daya promosi yang promotif dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif. 

Persolan tersebut dibuktikan melalui tingkat kepuasan masyarakat kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende yang 

cenderung mengalami penurunan untuk beberapa tahun dan tidak stabilnya jumlah 

pengurusan izin berdasarkan target pada wilayah tersebut. Di samping itu pembagian 

kewenangan pengurusan izin juga belum memenuhi spirit otonomi daerah sehingga 

masih adanya intervensi oleh pemerintah pusat dan propinsi dalam urusan izin 

terutama di wilayah Kabupaten Ende. Hal ini tentunya akan berdampak serius kepada 

investor atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ende yang 

muaranya pada menurunnya jumlah pengururusan izin usaha yang berdampak pada 

ekonomi masyarakat di daerah. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kualitas 

pelayanan publik disatu sisi dan pembenahan pembagian kewenangan pengurusan 

izin penanaman modal di sisi lain untuk menciptakan suatu kepastian hukum 

 

 

Kata kunci: kepastian hukum, pelayanan terpadu satu pintu, kewenangan perizinan, 

penanaman modal 
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ABSTRACK 

Legal development in the investment sector is a joint work of the central 

government and local governments because they have the responsibility to create an 

ideal legal and economic culture. This is because there needs to be a positive law that 

is reconstructed with the ideals of the State so that it becomes an effective and 

competitive legal system. The implementation of One Stop Services at the Investment 

Office of Ende Regency in the context of employee reform to facilitate the flow of 

investment permit management, in fact, is still experiencing various obstacles, the 

authority of authority between the central, provincial or city governments in the 

matter of investment permits is also not well patterned. This research is an empirical 

legal research using a conceptual approach. Data collection methods used are 

interviews and literature study. The method of analysis is carried out by collecting 

data, qualifying, and connecting with theory which then draws conclusions to 

determine the results of the analysis. The results of the study show that the obstacles 

to the implementation of One Stop Integrated Services in Ende Regency are due to the 

lack of quality and quantity of human resources, inadequate infrastructure, lack of 

budget and the lack of promotive promotional power in realizing a conducive 

investment climate. This problem is evidenced by the level of community satisfaction 

with the Ende Regency Investment and One Stop Service Office, which tends to 

decline for several years and the unstable number of permit arrangements based on 

targets in the area. In addition, the distribution of authority to administer permits has 

not fulfilled the spirit of regional autonomy so that there is still intervention by the 

central and provincial governments in licensing matters, especially in the Ende 

Regency area. This of course will have a serious impact on investors or business 

actors to invest in Ende Regency which will lead to a decrease in the number of 

business permits which have an impact on the local economy. For this reason, it is 

very necessary to improve the quality of public services on the one hand and improve 

the distribution of authority for managing investment permits on the other hand to 

create legal certainty. 

 

Keywords: legal certainty, one-stop integrated service, licensing authority, 

investment 
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